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LAPORAN LAYANAN INF
o / TORMASI PUBI
BIRO PENGADAAN BARANG/IAS w
; UIASA SITTDA PROVINSI BANTE
TAHUN 2021 HRERRNER

A. Gambaran  Umum Kebijnkan  Loynnan (nformasi  Publik  Biro Pengadaan
Barang/Jasn Setda Provinsi Banten
Pejubat Pengelola Informasi dun Dokumentasi (PP1D) pemerintah Provinsi Banten

pan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan

dibentuk den
an dalam Undang-Undang

) ot oy | ' ‘ '
Pemerintah Proivnsi Banten sesuat dengan yang dinmanatk
Keterbukaan Informasi Publik.

Nomor 14 Tahun 2008 tentang
rovinsi Ban

ten mcmbcntuk PPID

Uy KIP, Pemerintah P
rmasi dan Dokumen

di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut Pejabat pengelola Info
Pengelola [nformasi dan

tiap SKPD / oPD dibentuk Pejabat
2012 Tentang Tata

No 8 Tahun
ahan Daerah dan

Sejalan dengan perintah

(PPID) Utama dan di se

Dokumen (PPID) Pembantu melalui P
ublik Dalam Penyelenggaraan P

ang Pedoman Pclayanan In

craturan Daerah
emerint

Kelola Keterbukaan Informasi P
formasi Publik

Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 Tent
rovinsi Banten.

wsi di Lingkungan Pemerintah I’
g/Jasa Setda Prov

Biro Pengadaan Baran
ro tentang PPID Pembantu

dan Dokumente
insi Banten

Berdasarkan hal tersebut,
embantu. Dengan SK Kepala Bi

Pada Biro

membentuk PPID P
Nomor: 800/642-BPBJ/2021, dengan rincian:

1. Penanggung Jawab :
ang/Jasa)

Ir. Soerjo gocbiandono, MA (Kepala Biro Pengadaan Bar

2. Ketua pPID Pembantu :

Falah Fardina, ST, MM

3agian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa)

(Kepala |
3. Pelaksana Pengelolaan Informasi :

Rinon Agus Wijanarko, S.Kom, MM
(Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa)
4, Pelaksana Dokumentasi dan Arsip :

[ndarto Djoemir, SH, MH
(Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
5. Anggota :
Aan Mardiyansah, S.1.Kom (Pelaksana)

a, PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten

Sclanjutny
mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengum ahan informasi dan

dokumentasi dari Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,

pulan b
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Untuk fungsi PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jusa Setda Provinsi Banten
yaitu:

I Penghimpunan informasi publik OPD/Unit Kerja,
2. Penctapatan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing OPD/Unit
Kerja.
Dalam pelaksanaan PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Banten  berpedoman pada Maklumat Biro, yang ditandtangani olch Kepala Biro

Vot . “ fat snvatake sanggeu
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten yaitu “Dengan ini meny itakan sanggup

« g . : > ang berkaitan
menyelenggarakan pemberian informasi publik kepada masyarakat yang

(ic““d“ l)(‘n 1(—1"1‘" br"-.] ¥y H ; . : l 2
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B. Gambaran Umum P
elaksanaan La
yanan Informasi Publik Bi
Barang/Jasa Setda Provinsi Banten o T

1. Layanan i £ gt
¥ informasi di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten dikelola

secara terpusat (satu pintu) oleh PPID Pembantu Biro Biro Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Banten Provinsi Banten,

2. PPID Pembantu Biro Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten berdasarkan
SK Kepala Biro tentang PPID Pembantu Pada Biro Nomor: 800/642-BPBJ/2021,
beralamat di Kantor SKPD Terpadu Lantai 5 — Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B) Jln. Syech Nawawi Albantani Curug Palima Kota Serang,

3. Sarana dan Prasana Layanan Informasi Publik Biro Pengadaan Barang/J
ter.

asa Setda

Provinsi Banten diantaranya meja,kursi pemohon, komputer dan prin

4, Permohonan informasi ke PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda

Provinsi Banten, dapat disampaikan secara langsung (datang langsung) maupun

melalui surat dan email.

5. Permohonan informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagai

berikut:
a. Jika permohonan informasi mengatasnamakan pribadi,

copy KTP,
b. Jika permohonan informasi mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan akte

yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di
ri Serta

wajib melaporkan foto

notaries
Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Nege

Kesbangpol Provinsi Banten,

Jika permohonan informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan

akte pendirian perusahaan.
6. Sesuai ketentuan UU KIP No. 14 tahun 2008, jangka waktu pemenuhan informasi

publik berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja,

7. Jadwal pelayanan informasi :
- 09.00-12.00 WIB s/d 13.00- 15.00 WIB

Senin-Kamis

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat - 09.00-11.30 WIB s/d 13.30-15.00 WIB
Istirahat : 11.30-13.30 WIB

8. Permohonan informasi tidak di pungut biaya, jika ada dokumen yang harus di foto
copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pemohon informasi. Seperti untuk
penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat
melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya perlembar Rp.200,- atau
menyediakan CD/DVD kosong untuk perekaman data dan informasinya.
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9. Pemohon Informasi Publj
ub ;
- lik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
' ngelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarakan alasan
sebagai berikut:
a. P i i ]
enolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9
Tidak ditanggapinnya Permintaan Informasi,

Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,

/o

Tidak dipenuhinya Permintaan Informasi,

o

Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau,
aktu yang diatur dalam Undang-

]

g. Penyampaian informasi yang melebihi w

Undang.
10. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publi
pembuatan laporan dan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas

pelayanan informasi publik dilakukan melalui pembuatan laporan dan pelaksanaan
formasi publik membuat

k dilakukan melalui

tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan in

laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada

PPID Utama pemerintah provinsi banten laporan tersebut memuat informasi masing
masing mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi tindak lanjut

dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan informasi publik disertai dengan

alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan

perundang undangan.
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. Rincian P o .
C clayanan Informasi Publik Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
A ¢ insi

Banten
Untuk
ntuk tahun 2021 PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi

Banten b a : ) :
elum ada pemohon informasi publik (detail terlampir), untuk ringkasan laporan

sebagai berikut:

. RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
<5 ng:?fm BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021
; } JENIS INFORMASI
NAMA DAY < z
PERMOHONAN £ g |3 eriasi
PERMOHONAN | JAWAB [ WAKTU }'\EI:\%%‘\- INFORMASI % E ; g KETERANGAN
< |2 |2
2 EIEIE
n 2 a |n |#n |2
3 4 5 6 7] 8] 9 |10 11
1| |JANUARI
» |FEBRUARI
3 |MARET
s |APRIL
s |MEI
s |JUNI
L [ICL
3 |[AGUSTUS
T[szrrr.\m}:x
10 |OCTOBER
“11 [NOVEMBER _
S orcemr I
daan Barang/Jasa

pemenuhan informasi publik 2021 PPID Pembantu Biro Penga

rovinsi Banten mengacu, sesuai ketentuan UU KIP No. 14 tahun 2008, jangka

at ditambah

Dalam
Setda P

waktu pemenuhan informasi publik berlangsung selama 10 hari kerja dan dap

Adapun Jadwal pelayanan informasi sebagai berikut:

7 hari kerja.
Senin-Kamis : 09.00-12.00 WIB s/d 13.00- 15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat . 09.00-11.30 WIB s/d 13.30-15.00 WIB
Istirahat : 11.30-13.30 WIB
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p. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten
1. Kendala Eksternal
Kurangnya penyelenggaraan rapat internal PPID dan pembinaan SDM oleh PPID
Utama Provinsi Banten.
2. Kendala Internal
Belum terlaksannya pembuatan SOP PPID Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa

: i ikecualikan
Setda Provinsi Banten dan belum ada penetapan daftar informasi yang dikecuali

berdasakan visitisasi Komisi Informasi Provinsi Banten.
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v

(. Rekomendasi dan Reneana Tindak 1

anjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan

h] l n I) 4 1114

Rekomendasi

Diperlukan kordinasi
ordinasi secara intensil
linasi secara intensil dengan PPID Utama, schingga penyelenggaraan

layanan info i di i
rmas r i i
nasi di Provinsi Banten kedepan lebih baik.

Rencana Tindak Lanjut

Akan dilak ¢ ¢ '
aksanakannya kekurang di tahun 2021, yang menjadi catatan saat visitisasi

oleh Komisi Informaci Proving
vleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Biro Pengada

) . M M { f
Provinsi Banten Tahun 2021, atas perhatian dan kerjasam

terimakasih,

PE
SETDA PROVINSI BANTEN

Ir. SOERJO SOEBI

an Barang/Jasa Setda

anya kami ucapkan

Serang. Maret 2022
KEPALA BIRO
NGADAAN BARANG/JASA f

ONO, MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19711025 200112 1 001
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